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Curriculum Vitae

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

REPUBLIK INDONESIA

Nama : Dr. H. SUHAJAR DIANTORO, M.Si 
Tempat/Tgl Lahir : Sei Ungar Kepuluan Riau, 02 Mei 1964
Pangkat/Golongan : Pembina Utama/IV e

Riwayat Pendidikan :
 APDN Riau 1987
 S1 Institut Ilmu Pemerintahan (IIP) Jakarta 1990
 S2 Universitas Airlangga Surabaya 2003
 S3 Universitas Padjadjaran Bandung 2011

 PLH. DIREKTUR JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN
 STAF AHLI MENTERI BIDANG PEMERINTAHAN 
 PLT. STAF AHLI MENTERI BIDANG APARATUR & PELAYANAN PUBLIK
 PJ. GUBERNUR KEPULAUAN RIAU (Februari 2021)
 PLT. SESTAMA BADAN NASIONAL PENGELOLAAN PERBATASAN (2019 - 2020)
 PJ. GUBERNUR BENGKULU (2015 - 2016)
 REKTOR INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI (2013 - 2015)
 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU (2010 - 2013)
 KEPALA BAPPEDA PROVINSI KEPULAUAN RIAU (2008 - 2010)
 KEPALA BKD PROVINSI KEPULAUAN RIAU (2007 - 2008)
 KEPALA BAPPEDA KAB. KARIMUN PROV. KEPRI (2004 - 2007)
 KEPALA DINAS PENDAPATAN KAB. KARIMUN PROV. KEPRI (2000 - 2004)
 CAMAT KARIMUN KAB. KEPRI PROV. RIAU (1999 - 2000)

Riwayat Jabatan:
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BENCANA SEBAGAI URUSAN PEMERINTAHAN

Undang-undang 23 Tahun
2014 tentang Pemerintah
Daerah

Peraturan Pemerintah
Nomor 2 Tahun 2018 
tentang Standar Pelayanan
Minimal

Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 101 tahun
2018 tentang Standar
Teknis pada Standar
Pelayanan Minimal Sub 
Urusan Bencana
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POSISI STANDAR PELAYANANAN MINIMAL
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Urusan
Pemerintahan

Daerah

Urusan Wajib

Pelayanan

Dasar

UU NO.23 TAHUN 2014

Pelayanan dasar adalah pelayanan publik
untuk memenuhi kebutuhan dasar warga
negara (Pasal 1 Ayat 16)

Pemerintah Daerah wajib menjamin
terselenggaranya pelayanan publik
berdasarkan Urusan Pemerintahan yang
menjadi kewenangan Daerah (Pasal 344
Ayat 1)

Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan
tentang jenis dan mutu pelayanan dasar”
(Pasal 1 Ayat 17)

“Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan 

mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang 

berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal”



JENIS LAYANAN

STANDAR PELAYANAN MINIMAL SUB URUSAN BENCANA
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▰ Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar
Teknis pada Standar Pelayanan Minimal 
Sub Urusan Bencana menggaris bawahi
Kajian Risiko Bencana, Rencana
Penanggulangan Bencana dan Rencana
Kontinjensi sebagai salah satu dokumen
wajib dalam penyelenggaraan
penanggulangan bencana di daerah

▰ Permendagri 90 tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan
Daerah

▰ Kepmendagri Nomor: 050-3708 
Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi
Dan Validasi Pemutakhiran, 
Kodefikasi, Dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan Dan 
Keuangan Daerah

INFORMASI 
RAWAN 

BENCANA

1. PENYUSUNAN KAJIAN RISIKO BENCANA

2. SOSIALISASI, KOMUNIKASI, INFORMASI DAN 
EDUKASI RAWAN BENCANA (PER JENIS BENCANA)

3. PENYEDIAAN DAN PEMSANGAN RAMBU EVAKUASI 
DAN PAPAN INFORMASI KEBENCANAAN

PENCEGAHAN 
DAN 

KESIAPSIAGAAN 
TERHADAP 
BENCANA

1. PELATIHAN PENCEGAHAN DAN MITIGASI;

2. PENYUSUNAN RENCANA PENANGGULANGAN 
BENCANA;

3. PEMBUATAN RENCANA KONTINJENSI;

4. GLADI KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA;

5. PENGENDALIAN OPERASI DAN KESIAPSIAGAAN 
TERHADAP BENCANA;

6. PENYEDIAAN DAN PENGOPERASIAN SARANA 
PRASARANA KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA;

7. PENYEDIAAN PERALATAN PERLINDUNGAN DAN 
KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA

PENYELAMATAN 
DAN EVAKUASI 

KORBAN BENCANA

1. PENGKAJIAN CEPAT;

2. PENCARIAN, PERTOLONGAN DAN EVAKUASI 
KORBAN BENCANA; 

3. AKTIVASI SISTEM KOMANDO PENANGANAN 
DARURAT BENCANA

STANDAR 

PELAYANAN 

MINIMAL

PERMENDAGI 101/2018



RESPON CEPAT KEJADIAN LUAR 
BIASA (KLB) PENYAKIT/WABAH 

ZOONOSIS PRIORITAS 

PENCARIAN, PERTOLONGAN DAN 
EVAKUASI KORBAN BENCANA

RESPON CEPAT DARURAT
BENCANA 

AKTIVASI SISTEM KOMANDO 
PENANGANAN DARURAT BENCANA

PENYELAMATAN DAN EVAKUASI

Pelayanan
Penyelamatan
dan Evakuasi

Korban Bencana
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Mengintegrasikan SPM dalam 

Perencanaan Baik Perencanaan 

Lima Tahunan Maupun Tahunan 

Menyusun Pembiayaan 

Melalui Perencanaan 

Anggaran dalam APBD 

Mengalokasikan Anggaran

Melakukan Koordinasi 

dengan Pemerintah Pusat

Melaksanakan SPM Sesuai 

Standar yang Telah 

Ditetapkan Pemerintah  

Pusat

Melaporkan Capaian SPM 

dalam Laporan 

Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah

01

02

03

04

05

06

KEWAJIBAN PEMDA DALAM PELAKSANAAN SPM
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PENYUSUNAN RENCANA: INTEGRASI SPM DALAM DOKRENDA

SPM

4

3

2

1

5

RPJMD

Renstra-
PD

RKPD

Renja-
PD

APBD

Proses 
Penganggaran

Integrasi ke dalam
dokumen anggaran
(Program Pemenuhan
SPM).

Diatur dalam Regulasi
Penganggaran Daerah

Proses 
Perencanaan

Integrasi ke dalam
dokumen perencanaan
(Program Pemenuhan
SPM).

Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor

100 Tahun 2018

Proses SPM

Jenis, Mutu, dan Penrima 
Pelayanan Dasar

1. Identifikasi penerima;
2. Identifikasi ketersediaan

barang/jasa kebutuhan
dasar;

3. Identifikasi pemenuhan
kebutuhan dasar yang 
menjadi tanggung jawab
pemerintah daerah;

4. Pelaksanaan pemenuhan 
Pelayanan Dasar.

Materi Yang Diatur Dalam
PP 2/2018 SPM

Dokumen
Perencanaan Daerah
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KEMENTERIAN DALAM NEGERI

REPUBLIK INDONESIA
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